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ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’ITYAH LANGSA DAN ACEH
TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

FANI MAIFA

Maifa Fani. 2023. Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Dan Aceh
Tentang Pemenuhan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian. Tesis, Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Subhaili
Sufyan,Lc., MA, (1) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRAK

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan mut‘ah, nafkah
‘iddah dan juga Nafkah hadanah atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus
diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian,
Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk
terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa ‘iddah. Sedangkan
besaran nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri harus disetujui oleh
kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan bekas suami. Apabila
terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban
menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama. Tulisan ini
mencoba untuk menguraikan Bagimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap
pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Bagaimana Pertimbangan Hakim
dalam putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa dan Mahkamah Syar‘iyah Aceh
terhadap Hak-hak istri pasca perceraian. Teori yang digunakan dalam
menganalisis adalah teori perlindungan hukum dan mas/ahah al-mursalah.
Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research).
Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau melalui teori perlindungan hukum,
dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian hakim telah melakukan
pertimbangan hukum. Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam
menetapkan nafkah iddah, mut ‘ah, dan madiyah. hakim tidak mengabaikan hak
istri untuk mendapatkan dukungan dengan memperhitungkan kondisi finansial
tergugat, keputusan ini memberikan solusi yang adil dan realistis. Ditinjau
melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah istri pasca perceraian
hakim telah melakukan pertimbagan yakni demi kemaslahatan kedua belah
pihak yang berperkara dikenal dengan mas/ahah al-mursalah yaitu memelihara
dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatan. Pemenuhan kewajiban
memberikan hak istri pasca perceraian merupakan tanggung jawab suami.
Setelah terjadinya perceraian dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang
dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam
menetapkan hak istri pasca perceraian pada kasus cerai talak putusan
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Mahkamah Syar‘iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan
Mahkamah  Syar‘iyah  Aceh  Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dasar
pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah istri setelah terjadinya
perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan
melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat
usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya
nusyuz atau tidak, dan melihat apakah suaminya pernah atau tidak melakukan
kezaliman terhadap istriya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan
kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.

Kata Kunci: Nafkah Istri, Perceraian, Putusan Hakim, Mahkamah Syar’iyah.
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ANALYSIS OF LANGSA AND ACEH SYAR'I'YAH COURT DECISIONS
REGARDING THE FULFILLMENT OF WIFE'S RIGHTS POST-
DIVORCE

FANI MAIFA

Maifa Fani. 2023. Analysis of the Langsa and Aceh Syar'iyah Court Decisions
Concerning Fulfillment of Wives' Rights Post-Divorce. Thesis,
Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute
Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili
Sufyan, Lc., MA, (I1) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRACT

After a divorce occurs, a wife is entitled to Mut'ah, Nafkah ‘iddah and also
Nafkah hadanah or maintenance costs. This right must be given by the ex-
husband to his ex-wife after the divorce occurs. Providing support from the ex-
husband to the ex-wife has the aim of meeting the ex-wife's needs during the
‘iddah period. Meanwhile, the amount of maintenance given by the ex-husband
to the wife must be agreed upon by both parties and adjusted to the ex-husband's
capabilities. If there is a dispute regarding the amount of maintenance, then the
Religious Court is obliged to determine the amount of maintenance. This article
tries to explain how Islamic law reviews the fulfillment of a wife's rights after
divorce. How the Judge considers the decisions of the Langsa Syar'iyah Court
and the Aceh Syar'iyah Court regarding the wife's rights after divorce. This
thesis research uses a type of library research. Using a normative juridical
approach. The theory used in the analysis is the theory of legal protection and
The data collection technique that researchers use is interviews and
documentation. research show that viewed through the theory of legal
protection, in determining a wife's maintenance after divorce the judge has taken
legal considerations. The judge also showed balance in determining iddah,
mut'ah and madiyah income. The judge did not ignore the wife's right to receive
support by taking into account the defendant's financial condition, this decision
provided a fair and realistic solution. The results of this research show that in
terms of Islamic law, in determining the amount of a wife's maintenance after a
divorce, the judge has taken into account the benefit of both parties to the
lawsuit, known as al-maslahah al-murlah, namely protecting against harm and
safeguarding benefits. Fulfilling the obligation to provide the wife's rights after
divorce is the husband's responsibility. After a divorce occurs based on several
considerations made by the panel of judges. The basis for consideration by the
panel of judges in determining the wife's post-divorce rights in the case of
divorce and talak is the decision of the Langsa Syariyah Court Number
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, and the Aceh Syar'iyah Court Decision Number
89/Pdt.G/2021/ MS.Aceh, the judge's basis for determining a wife's maintenance
rights after a divorce is based on the evidence presented to the court by looking
at the husband's income every month based on a photocopy of the salary slip,
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looking at the age at which both parties have been married, looking at his wife's
nusyuz or no, and see whether or not the husband has committed injustice
against his wife, apart from that the judge also looks at and adjusts the husband's
needs and abilities according to the conditions of a particular area.

Keywords: Wife's Livelihood, Divorce, Judge's Decision, Sharia Court.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor
158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama

\ Alif |Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je

z Ha H Ha (dengan titik dibawah)
z Kha Kh Ka dan Ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
D Ra R Er

D Zai Y4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (dengan titik dibawah)
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o= Dad D De (dengan titik dibawah)
L Ta T Te (dengan titik dibaah)
35 Za Z Zet (dengan titik dibawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik (diatas)
a Gain G Ge

— Fa F Ef

a3 Qaf Q Ki

S Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau w We

° Ha H Ha

3 Hamzah ’ Apostrop

$ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fathah A A
— Kasrahl I |
- Dammah U U
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b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
P fathah dan ya Ai adani
¥ fathah dan wau Au adanu

Contoh:
Kataba = X
Fa‘ala = s
LaKira = &
Yazhabu = Y
Suila = du
Kaifa = s
Haula = Js»

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat
Huruf dan
e Nama Tanda Nama
Harakat
o=/ — | fathah dan alif A A dan garis
di atas
1 T I dan garis di
— kasrah dan ya I o
_ U dan garis
5 dammah dan wau U di atas
Contoh:
Qala = B
Rama = =y

Xiv




Qila = JB
Yagqilu = 355

4. Ta Marbutah
Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Raudah al-Atfal =  JukY)iss;
Raudhatul atfal
al-Madinah al-Munawwarah = 5335 45l

al-Madtnatul-Munawwarah
Talhah = aall

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Rabbana = )
Nazzala = J5
al-Birr = gl
al-Hajj =
Nu'imma = Fo

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariah.
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a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
ar-Rajulu = Ja5
as-Sayyidatu = g
asy-Syamsu = Gl
al-Qalamu = Al
al-Badi’u = Fan|
al-Jalalu = Joa
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
Ta’khuziina = opal
an-Nau’ = &5
Syai’un = 3
Inna = &)
Umirtu = &yl
Akala = K

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.
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Contoh:
VA sl &)
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
355 R 13
Fa aufu al-kaila wa al-mizan
Fa auful- kaila wa-mizan
JAY 2a) )
Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil
Ll e A% 4 pee
Bismillahi majreha wa mursaha
Sats adl) g Uailel o il Zea N e b
Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti manistata‘a ilaihi sabila

Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O3a) ¥) 22as g
Wa ma Muhammadun illa rasil
85 3 (o A ey 0 051 )
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazT biBakkata mubarakan
GA 48 0 53 ima 54

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
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Syahru Ramadanal-lazi unzila fthil-Qur’an

ol a8 8T ol
Wa lagad raahu bi al-ufuq al-mubin
Wa lagad raahu bil-ufuqil-mubin

Oelladl G an 3]
Alhamdu lillahi rabb al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
G s Al e il
Nasrun minallahi wa fathun garib
Gies 531
Lillahi al-amru jami‘an
Lillaahil-amru jami‘an
Wallahu bikulli syaiin ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan IImu
Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan
pedoman tajwid
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum Islam telah menetapkan adanya hak dan kewajiban yang
seimbang atas perbuatan hukum manusia yang telah mengikatkan dirinya dalam
ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri bukan hanya menyatukan dua pasangan
manusia, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah
SWT. bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah,
tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.! Dari sudut pandang
Islam, hal yang paling penting dalam hubungan perkawinan antara seorang
suami dan istri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang sepenuhnya

dan sefektif mungkin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU
Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan
tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misagan galizan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan
rahmah.

Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya
tujuan perkawinan tidak lain adalah kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam
berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami
istri tersebut. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada
kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena

'Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga
Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.



apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudaratan bagi keduanya.
Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai
langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.

Menurut KHI, pasal 113-115 pada bab putusnya perkawinan ada 3 (tiga)
alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena
kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian,
putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak)
maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan
Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim
sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri
yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.®

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke
pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan
perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang
harus dipenuhi bekas suami kepada bekas istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur masalah perceraian.
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya memberikan hak
perceraian kepada suami (laki-laki) saja, tetapi juga diberikan kepada istri
(perempuan). Bahkan menurut data pada Mahkamah Syar’iyah Aceh ternyata di
Mahkamah Syar’iyah dalam Provinsi Aceh kecendrungan permintaan bercerai
lebih banyak diajukan oleh isteri (perempuan) dari pada suami (laki-laki) dengan

perbandingan 70% cerai gugat dan 30% cerai talak.”

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1990), 45.

*Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktur Bina
KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57

*Abd. Mogsith Ghazali, Jufri Ghalib, Lies Marcoes Nasir, Marluddin, Muchtar Yusuf,
Rafifuddin, Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas
Jender Di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2009), 71



Pada dasarnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, para
pihak yang hendak melakukan perkawinan harus sudah mampu dan siap untuk
menjalankan ibadah yang sangat panjang yaitu perkawinan. Kesiapan yang
dimaksud salah satunya adalah umur para pihak yang dianggap sudah mampu
untuk melaksanakan perkawinan. Sebagai seorang suami dan juga ayah, ia
memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan juga anak-anaknya.
Biaya hidup ini diberikan dalam bentuk nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal.

Kewajiban nafkah ini berlaku tidak hanya ketika ikatan pernikahan masih
berlangsung, akan tetapi berlangsung hingga terjadi perceraian antara suami istri
tersebut. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang telah diubah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan
Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut ini adalah rincian dari
pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dalam
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mencakup tiga angka, akibat putusnya
perkawinan karena perceriaan 1alah: Pertama, “Ayah dan dan Ibu tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak”. Kedua,”Ayah yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Ketiga”
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Sedangkan pada pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
sebagai berikut, “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri
selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in dau nusyuz
dan dalam keadaan hamil. Pada penjelasan pasal-pasal diatas dapat dipahami
bahwa seorang isteri berhak atas nafkah baik dalam masa perkawinan masi
berlangsung dan juga setelah perkawinan tersebut telah terputus karena

perceraian.’

SAbdurrahman Rahim, “Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak
perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta” (Bandung: Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati 2021), 12.



Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan mut‘ah,
Nafkah ‘ddah dan juga nafkah hadanah atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus
diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik
perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan.

Hak-hak perempuan pasca perceraian seperti hak mut’ah, nafkah, maskan
dan kiswah selama masa ‘iddah, hak hadanah, hak atas nafkah madiyah dan hak
atas harta bersama. Bahkan selama dalam ikatan perkawinan isteri berhak
meminta agar harta bersama disita bila suaminya pemboros, isteri berhak
menuntut mahar yang belum dibayar atau dilunasi, berhak melakukan tindakan
hukum terhadap harta miliknya seperti harta bawaan, hadiah, hibah dan lain-lain,
tanpa persetujuan suami dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam undang-

undang.

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan
untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa ‘iddah. Sedangkan
besaran nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri harus disetujui oleh
kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan bekas suami. Apabila
terjadi perselisinan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban
menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama. Banyak perkara
yang masuk ke pengadilan tingkat pertama hingga perkara yang melakukan
banding dari tahun 2016 sampai 2023 terdapat 33 perkara campur. perkara cerai
gugat yang melakukan banding dari tahun 2016 sampai 2023 adalah 14 perkara.
Sedangkan Jumlah pendaftaran perkara cerai talak adalah 5 perkara, dari 5
perkara. Banyaknya jumlah perceraian ini disebabkan beberapa alasan, salah

satunya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya mempertahankan



pernikahan. Seringkali setelah perceraian bekas isteri dan anak-anak tidak
mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Seperti pada kasus yang terjadi di Mahkamah Syar ‘1yah Langsa dengan
Nomor 158/Pdt.G/2021/Ms.Lgs, tertanggal 06 Mei 2021. Dalam putusan ini
terlihat bahwa keputusan hakim tidak megabulkan  permohonan
tergugat/rekovensi terhadap hak madiyah, sementara hak tersebut seharusnya
diterima oleh istri. Oleh sebab itu, telah mengajukan permohonan banding
dengan Nomor 89/Pdt.G/2021/MS-Aceh, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pemohon konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding pada
tanggal 24 Juni 2021. Penggugat Rekovensi/Pembanding menyatakan keberatan
dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar‘iyah Langsa yang tidak
mengabulkan nafkah lampau madiyah selama 12 bulan terhitung sejak bulan
Mei 2020 sampai dngan bulan April 2021 yang total seluruhnya Rp
180,000,00000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga keberatan atas
putusan tentang nafkah ‘iddah hanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) setiap bulan.

Melihat realita yang terjadi sekarang banyak suami yang mengabaikan
kewajibannya terlebih pada pemenuhan hak nafkah untuk keluarganya. Oleh
karena itu jika melihat dari realitas yang ada banyak seorang istri yang tidak
terpenuhi nafkahnya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sungguh
tidak relevan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mana kewajiban
pemenuhan nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah
tangga guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam perkara perceraian sangat memungkinkan bekas istri untuk
menggugat haknya yang mana hak tersebut merupakan haknya yang harus
dipenuhi oleh bekas suaminya. Karena pada kenyataannya saat ini ketika suami
istri sudah bercerai, bekas suami lepas tangan begitu saja dan telah
menghiraukan hak bekas istrinya, yang pada dasarnya bekas istri masih memiliki
hak atas bekas suaminya baik hak nafkah madiyah, nafkah ‘iddah dan mut’ah.

Oleh kerena itu berdasarkan pemaparan singkat penulis diatas maka penulis



tertarik untuk melakukan penelitian normatif yang berjudul “Analisis Putusan

Mahkamah Syar‘iyah Langsa Dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak-Hak

Istri Pasca Perceraian”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan

rumusan pokok masalahya adalah Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah

Syar‘iyah Langsa dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca

Perceraian? Rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri
pasca perceraian?

Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Syar‘iyah
Langsa dan Mahkamah Syar‘iyah Aceh terhadap hak-hak istri pasca

perceraian?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak
istri pasca perceraian.

Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah
Syar‘iyah Langsa dan Mahkamah Syar‘iyah Aceh terhadap hak-hak
perempuan pasca perceraian

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna

dalam pengembangan kajian hukum kedepannya, berikut beberapa manfaat

penelitian ini diantaranya:

1.

Bagi Penulis
Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis
terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat

menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa



2. Bagi Masyarakat
Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas
tentang kesadaran hukum agar tidak terjadi sengketa hak-hak perempuan.
3. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap
kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya hak-hak
perempuan pasca perceraian. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi
bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam

maupun peneliti lainnya.

D. Pembatasan Masalah
Peneliti tertarik mengkaji pokok masalah yang terdapat pada putusan ini
dikarenakan terdapat hak istri yang tidak terpenuhi seutuhnya pasca perceraian.
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka objek kajian penelitian ini
dibatasi pada  putusan = Mahkamah  Syar‘iyah  Langsa  Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh Nomor
89/Pdt.G/2021/MS.Aceh terkait hak-hak perempuan pasca perceraian saja,

E. Penjelelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi dari tesis ini,
maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tesis ini, yaitu

sebagai berikut:
1. Analisis Putusan

Analisis putusan adalah kegiatan untuk memeriksa dan mengevaluasi isi
dari suatu putusan pengadilan.® Tujuanya adalah untuk memahami dan menilai
alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan, serta

kesesuaian putusan tersebut dengan peratuturan perundang-undangan yang

®Junaidi A, Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Positif (Jakarta:
Penerbit Hukum Indonesia, 2018), 34.



berlaku. Analisis juga melibatkan penelaahan terhadap fakta-fakta yang
dipertimbangkan oleh hakim dan bagaimana hakim merumuskan argumentasi

hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut.
2. Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Aceh

Mahkamah Syariah Langsa dan Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah
lembaga peradilan yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Mahkamah Syariah ini
bertugas untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam

atau syariah.

a. Mahkamah Syar’iyah Langsa adalah salah satu cabang dari Mahkamah
Syar’iyah yang berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Mahkamah ini
berfungsi untuk mengadili perkara-perkara yang sesuai dengan hukum
Islam, seperti perkara perkawinan, perceraian, warisan, dan lainnya.

b. Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang berada di
tingkat provinsi Aceh. Mahkamah Syar’iyah Aceh mengawasi dan
mengatur jalannya peradilan di seluruh wilayah Aceh. Mahkamah ini
memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang lebih besar
dan lebih kompleks dibandingkan dengan mahkamah Syar’iyah di
tingkat kabupaten/kota.

Kedua mahkamah ini merupakan bagian dari sistem peradilan di Aceh
yang mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum Islam, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam menerapkan hukum

syariah.
3. Pemenuhan Hak

Pemenuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah
proses, cara, perbuatan memenuhi.” Sedangkan hak ialah semua sesuatu yang

wajib didapat setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

"Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 200.



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu yang menjadi
milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah
ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi, pemenuhan hak adalah cara
atau proses yang harus didapatkan oleh seseorang yag telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangundagan. Pemenuhan hak dapat terlaksana karena

adanya faktor pendukung yaitu :

a. Adanya i tikat baik;

b. Adanya amar putusan dari majelis hakim.

4. Pasca Perceraian

Kata pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesudah.
Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat
ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian, dan atas putusan pengadilan”.® Adapun yang dimaksud dengan
nafkah pasca perceraian dalam penelitian ini adalah pemberian belanja hidup
dari mantan suami kepada mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan

baik karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang
bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran,
pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, prilaku manusia, dan teori-teori
umum yang muncul dari variabel penelitian.'® Pembahasan pada penelitian ini,
menggunakan teori perlindungan hukum dan Teori maslahah al-mursalah

sebagai kerangka teorinya.

®Ibid, 193.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
107Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika.2009), 86.
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Masalah

v

Tidak terpenuhi hak-hak istri pasca perceraian, yaitu
tuntutan terhapa hak ‘iddah, mut’ah, madiyah,

Rumusian Masalah

Perlindungan hukum
Maslahah al-mursalah
UU No. 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 149

PwNne

Bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap pemenuhan
hak-hak

perceraian?

istri pasca

Bagaimana
Hakim
Mahkamah Syar‘iyah Langsa

Pertimbangan
dalam putusan
dan
Aceh terhadap hak-hak istri

pasca perceraian?

Mahkamah Syar‘iyah

Pemenuhan hak istri pasca
perceraian adalah sebagai dasar
melindungi hak istri, memastikan
keadilan, mencegah pelantaran.
Maslahah
perlindungan

al-mursalah sebagai

hukum  untuk
melindungi hak istri sehingga
terpenuhi prinsip keadilan dan

kemaslahatan.

Pertimbangan  hakim  dalam
menentukan hak istri  pasca
perceraian untuk melindungi hak-
hak indivi memberi jaminan
perlindungan terhadap hak-hak
hukum masyarakat

Kesimpulan
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G. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang
secara khusus mengangkat tema “Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa
Dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak- hak Istri Pasca Perceraian” pada level
tesis, disertasi, atau penelitian dosen, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian
dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema

penelitian ini, diantaranya:

Pertama, artikel tulisan Murniasih, S.H., (CPNS Analis Perkara
Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022) dengan judul Perlindungan Hak-
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-
undangan.™ Tulisan tersebut menjelaskan bahwa hak-hak seorang perempuan
pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak
perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut’ah, nafkah ‘iddah,
maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut
ditentukan baik jenisnya maupun besarannya oleh Pengadilan berdasarkan
permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Artikel ini menggunakan

metode kualitatif tinjauan pustaka.

Kedua, tesis Fajri Ilhami,** dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara
Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Magasid
Al-Syari’ah Jasser Auda.” Tesis ini membahas tentang hak-hak perempuan dan
anak yang dikabulkan hakim dalam perkara cerai talak yang diputus verstek di

Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2022 adalah nafkah ‘iddah, mut‘ah dan

"Murniasih, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut
Peraturan Perundang-undangan” (CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama
Sanggau, 2022).

2Fajri Ilhami, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam
Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif
maqasid al-syari’ah Jasser Auda” tesis mahasiwa Program Studi Magister Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
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nafkah anak. Pada putusan yang penulis teliti ini, penulis menyimpulkan
terdapat 3 (tiga) jenis model putusan, yang pertama putusan hakim yang
memberikan nafkah ‘iddah, mut‘ah dan nafkah anak, yang kedua putusan
dengan membebankan kewajiban nafkah ‘iddah dan mut‘ah tanpa nafkah anak
dan yang ketiga, putusan dengan membebankan kewajiban nafkah mut‘ah dan
nafkah anak tanpa nafkah ‘iddah. Serta Ditinjau dari perspektif magasid al-
syari’ah Jasser Auda, putusan hakim yang mengabulkan hak-hak isteri dan anak
berupa nafkah ‘iddah, mut ‘ah dan nafkah anak. menggunakan metode kualitatif
tinjauan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach). Sedangkan pendekatan yang peneliti lakukan menggunakan yuridis

normatif .

Ketiga, tesis Pitaloka Oktarina,** S.H, dengan judul “Perlindungan Hak-
Hak Peremuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No.3 di Pengadilan
Agama Yogyakarta”. Tesis ini membahas tentang Bentuk perlindungan hak-hak
perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan
Agama Yogyakarta berupa hak Aadanah dan nafkah hadanah, nafkah ‘iddah dan
nafkah mut ‘ah. Hakim mengabulkan hak-hak tersebut karena ada dalam gugatan.
Perlindungan dapat diberikan apabila ada permintaan dari istri. Hak yang ada
dalam Perma meliputi hak perlindungan atas keamanan pribadi. Tesis ini

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).

Keempat, jurnal hukum tulisan Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin
Shidiq, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak
Raj’i** Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Penelitian ini menganalisa dua
putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian

akibat cerai talak raj’i, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No.

Bpitaloka Oktarina, “Perlindungan Hak-Hak Peremuan Pasca Perceraian Berdasarkan
Perma No.3 Di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

“Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidig, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap
Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1, Institut
Agama Islam (I1Al) Sunan Giri Bojonegoro, Al Magashidi Januari — Desember 2019.
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1781/Pdt.G/2014/PA. Thn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah
‘iddah dan mut ‘ah kepada bekas istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama
Bojonegoro yang tidak menghukum suami untuk membayar hak istri pasca
perceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami. Studi ini
memberikan gambaran bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim
dituntut harus mengetahui sebab musabab terjadinya suatu perkara, baik itu
berdasarkan atas keterangan penggugat, tergugat, saksi dan bukti pada saat
persidangan. Artikel ini memfokuskan pada hak-hak istri pasca perceraian akibat
cerai talak raj i, yaitu putusan hakim ketika bekas istri tidak mengambil haknya,
maka hakim dapat menggunakan hak ex officio yang dimilikinya untuk
menguhukum suami agar menunaikan hak bekas istrinya (nafkah ‘ddah dan
mut ‘ah). Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis tinjauan

pustaka.

Kelima, tesis Jamiliya Susanti,® yang berjudul “Implementasi
Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Percerian di
Pengadilan Agama Sumenep- Madura”, pada Program Magister Ahwal-
Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada
tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pemenuhan
nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di PA Sumenep-
Madura dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini
dianalisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono
Soekanto. Tesis ini menganalisis pada perkara cerai gugat. Jenis penelitan
kualitatif berupa tinjauan pustaka.

Keenam, artikel Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul
Fuadah. Dengan judul “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca

Perceraian”.*® Tulisan tersebut menjelaskan perlindungan hak-hak perempuan

BJamiliya Susantin, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya
Perkawinan Karenan Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”, (Malang: Program
Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

®Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah. Pendampingan Hak-
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial,
2019).
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dan anak pasca perceraian melalui kegiatan penyuluhan hukum demikian secara
efektif membuat subyek dampingan, mampu mengidentifikasi masalah sosial di
lingkungan mereka sendiri. Khususnya, yang berkaitan dengan rumah tangga,
mengetahui hak-hak sebagai istri maupun bekas istri dan hak-hak anak. Berbagi
pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan, memecahkan
masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis, dan sedikit
mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan.
Artikel ini menggunakan pendekatan participatory action research (PAR)
dengan metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan
hukum dan pendampingan.

Ketujuh, artikel Bahjah Zal Fitri, Syahruddin Nawi & Anggreany Arief,
yang berjudul “Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca
Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas I1.”*" Tulisan tersebut
menjelaskan tentang Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Adapun faktor-
faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian tersebut yakni: Faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah
(enggan), faktor keadaan ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi
yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) terkait adanya pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian dan faktor tidak adanya regulasi yang
tegas dan mengatur adanya sanksi yang diterima suami dan ayah jika tidak
memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jenis penelitian ini

menggunakan penelitian empiris.

Kedelapan, artikel Istinur Fatihah & Ahdiana Yuni Lestari dengan judul
“Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan

Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)."*® Penelitian ini menunjukkan bahwa hak

Y"Bahjah Zal Fitri, Syahruddin Nawi & Anggreany Arief,  Efektivitas Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas 11"
(Journal of Lex Generalis (JLG), VVol.4, No. 2, Pebruari 2023).

Istinur Fatihah & Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “Pemenuhan Atas Hak Seorang
Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)”, (Proceeding
Legal Symposium, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta — Indonesia).
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yang diterima seorang istri pasca cerai harus diberikan sebelum ikrar talak oleh
suami. Besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kewajiban dan
kemampuan suami. Adapun peran hakim dalam merealisasikan pemenuhan hak
istri pasca cerai telah sesuai dengan memberikan arahan guna terpenuhinya hak-
hak istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan tiga bahan hukum vyaitu bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka dan
wawancara dengan metode tanya jawab lisan dengan Hakim di Pengadilan

Agama Pati. Artikel ini menggunakan jenis penelitian pustaka.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Galuh Widitya Qomaro dengan
judul “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak
Istri Pasca Cerai”.*® Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum di
Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai
dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum bekas suami untuk
membayarkan nafkah mut‘ah  maupun nafkah ‘iddah bagi penggugat
berdasarkan hak ek sofficio hakim serta berdasarkan permintaan bekas istri pada
petitum gugatan maupun pada gugatan konpensi. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan field research melalui pencarian data di Pengadilan
Agama Bangkalan. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik
menggunakan pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan, antara lain:
tidak didasarkan pada stereotype, tidak berakibat marjinalisasi, tidak

memunculkan kekerasan berbasis jender, tidak didasarkan pada subordinasi.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Patimah, Kiljamilawati, Israh
Ramdana Tegar, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan
Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian.”®® Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa pertimbangan atau penafsiran hakim dalam menentukan besaran nafkah

YGaluh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam
Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 63 Vol. 6, No. 1,
Juni 2021.

Xpatimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, “Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian” Jurnal Al-Qadau Volume 10 Nomor 2
Desember 2023.
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terhadap istri pasca perceraian yang bersumber pada putusan Pengadilan Agama
Pangkajene dengan nomor perkara: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj perihal bagaimana
hakim kemudian berupaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran
nafkah terhadap istri merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
Sedangkan untuk nafkah lampau didasarkan pada asas kemampuan pihak suami
dan rasa keadilan bagi Perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam
tulisan ini adalah penelitian deskripstif kualitatif dengan menggunakan

pendekatan yuridis empiris.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya vyaitu terletak pada objek pembahasan. Peneliti memfokuskan pada
pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian putusan tingkat pertama dan pada
tingkat banding. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan
jenis penelitian pustaka. Dan melakukan wawancara kepada Hakim tingkat
pertama terkait putusan yang diteliti. Peneliti menganalisis putusan yang
memfokuskan pada persoalan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian
berdasarkan bentuk putusan hakim tinggi terhadap putusan hakim pengadilan

tingkat pertama.
H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini akan dituangkan dalam lima bab, sebagai
upaya untuk menjaga keutuhan dan kebutuhan pembahasan dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisikan Pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum
yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Kegunaan, Pembatasan Masalah, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab I, berisikan Landasan Teori yang menguraikan tentang Perceraian

yang meliputi: Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-Macam
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Perceraian, Asas-Asas Hukum Perceraian, dan Akibat-Akibat Perceraian. Hak-
Hak Istri Pasca Perceraian yang meliputi: Pengertian Hak-Hak Istri Pasca
Perceraian, Hak Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut‘ah, Nafkah Madiyah, dan Teori
Kepastian Hukum.

Bab 1lI, berisikan tentang Metode Penelitian yang meliputi: Jenis
Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Batasan Penelitian, Sumber
Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data dan
Teknik Analisis Data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab. Pertama,
Gambaran Umum  Putusan Mahkamah  Syariyah Langsa  Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa dan Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh Nomor
89/Pdt.G/2021/MS.Aceh. Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan
Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. Ketiga, Analisis Penulis .

Bab V, berisikan Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Langsa Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa dan Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh
Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh

1. Putusan Mahkamah Syar‘iyah Lagsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.
Langsa
a. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya
tertanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah
Langsa dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2021/Ms.Lgs, tertanggal 06 Mei
2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah
pada tanggal 25 Agustus 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal (kediaman bersama) di Komplek Deno Indah, Dusun
Pendidikan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota
Langsa, Provinsi Aceh;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan
Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK
I .Ked Binti ANAK II, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan,
selanjutnya anak kedua bernama ANAK IIl, umur 23 tahun, jenis
kelamin laki-laki, dan terakhir anak ketiga bernama ANAK IV, umur 21
tahun, jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak bertahan lama, oleh karena sejak tahun 2015 antara

64
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Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga
serta tidak berjalannya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus
antara  Pemohon dan  Termohon  sehingga  menimbulkan
ketidakharmonisan rumah tangga serta tidak berjalannya komunikasi
antara Pemohon dan Termohon, diantaranya sebagai berikut :

- Termohon sering mencari-cari kesalahan Pemohon dan berprasangka
tidak baik terhadap Pemohon;

- Terkadang jika sedang marah Termohon mengeluarkan kata-kata
kasar kepada Pemohon dan Termohon jarang mau menerima nasehat
baik dari Pemohon;

- Termohon mempunyai sifat yang susah diatur dan mau menang
sendiri serta tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala
rumah tangga;

- Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan Pemohon;

Bahwa menghadapi sikap Termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu

bersikap sabar dan mengalah serta berusaha menasehati Termohon.

Namun nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon

menjadi lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

dan Termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga antara

Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Kemudian mencapai

puncaknya pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon tidak

tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

diatas, oleh pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan

menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak
berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin serta

tidak ada harapan untuk dapat kembali membina rumah tangga yang
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sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, hal ini
telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

2. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 yang
menyatakan bahwa sejak tahun 2015 komunikasi antara Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi tidak berjalan dengan baik, adalah tidak sepenuhnya benar,
karena faktanya komunikasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih terus
berjalan meskipun pada bulan Mei 2020 antara Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Termohon
Konvensi tidak saling komunikasi, namun pada bulan Oktober 2020
komunikasi tersebut kembali terjalin, karena pada saat itu Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam surat tanah dan meminjam

uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (serartus lima puluh juta rupiah)
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kepada keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga hendak meminjam uang
kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu memberikan pinjaman
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga sejak saat itu
antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi saling berkomunikasi;

4. Bahwa posita angka 5, 6 dan 7 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
seluruhnya tidaklah benar, yang benar justru sebaliknya;

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidka keberatan

bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, apabila terjadi perceraian antara
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

membayar hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar
Nafkah lampau (madiyah:) kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai
dengan bulan April 2021 setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,-

(seratus delapan puluh juta rupiah);

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ‘iddah
dan Mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang
seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi menyampaikan
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replik yang pada pokoknya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan
bukti-bukti berupa surat yaitu (P.1.) (P.2.) (P.3.), dan saksi. .

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas

panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Hakim untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis Hakim telah
berupaya secara sungguh-sungguh dalam  mendamaikan = Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta
untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis
telah menunjuk Yedi Suparman, S.H.I.,M.H., sebagai Mediator untuk
mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara,
Mediator tersebut telah melakanakan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator

pada tanggal 20 Mei 2021, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
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Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah
mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mencari-cari
kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berprasangka
tidak baik terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Terkadang jika sedang marah Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi  mengeluarkan  kata-kata kasar kepada Pemohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi jarang mau menerima nasehat baik dari Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat yang susah
diatur dan mau menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga;

4. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak berkomunikasi
dengan baik dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak
Nopember 2020;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah
dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan
jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak yang lainnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi  tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi dasar hukum posita  permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang
menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang
didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa antara
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan duplik
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata dalil permohonan
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa antara
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rukun lagi, dan tidak ada harapan lagi
untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga pada dasarnya diakui oleh
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, meskipun mengenai sebab
pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan
kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Pemohon Konvensi dibebankan untuk
mengajukan bukti-buktinya, Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran
dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah
mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta
autentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Isinya menjelaskan bahwa identitas

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan surat permohonan
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Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/tergugat
Rekonvensi mempunyai legal standing dalam perkara Aquo. Oleh karena itu
sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan
akta autentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah
olen Termohon. Isinya menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  Termohon  Konvensi/Penggugat
Rekonvensi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal
285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keputusan Walikota
Langsa) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya
dan tidak dibantah oleh Termohon. Isinya menjelaskann bahwa Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan tidak hormat karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada
hubungannya dengan jabatan, dengan demikian Pemohon Konvensi/Penggugat
Tergugat Rekonvensi tidak lagi terikat dengan administrasi kepegawaian selaku
PNS. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285
R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
Pemohon Konvensi diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang
dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan  Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan sebagai orang dekat dengan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
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Rekonvensi, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang
terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka
sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam
perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi
perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup

rukun dalam rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi ~yang dihadirkan  Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu
secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya
sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. Di bawah sumpahnya saksi-
saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat
dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut
saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309
RBg., serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil
permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke dalam persidangan telah memenuhi syarat
formil namun dan syarat materil pembuktian karena keterangan saksi-saksi
relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut memenuhi batas minimal
pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima
sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang melangsungkan
pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1994, yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/42/\V11/1994, tertanggal 15 Agustus
1994;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri
(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula berjalan rukun dan
harmonis, namun selanjutnya antara keduanya sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain
karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mempunyai hubungan
dengan perempuan lain;

4. Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menjalani
hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan sehingga antara Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekomvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi  berpisah tempat tinggal dan sebelum Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani hukuman penjara, antara
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekomvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal,

5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah

menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah dan

telah dikaruniai anak;
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2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohn Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisinan dan
pertengkaran yang terus menerus Yyang penyebabnya diantaranya
Pemohon Konvensi/Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan wanita
lain;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menjalani hukuman
penjara dan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di penjara
antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu berpisah tempat
tinggal;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah
dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang sakinah,

mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu
doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga
(broken merriage doctrine), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan
retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu
(mutual half), saling kerjasama (mutual coorporation), saling pengertian (mutual
understanding), saling menghormati (mutual respect) dan saling memenuhi
kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan,
ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah

jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang
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ditegaskan dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan peraturan perundang-

undangan yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut
di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahn Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat
menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua)
permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terguat Rekonvensi untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di
depan sidang Mahkamah Syar’iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan
bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian, sehingga
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Oleh karena itu gugatan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima. Menimbang,
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bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama
berkaitan dan berhubungan dengan gugatan rekonvensi maka secara mutatis

mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Pemohon
Konvensi membayar sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi yang rinciannya sebagai berikut;

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar
Nafkah lampau (madiyah:) kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai
dengan bulan April 2021 setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,-

(seratus delapan puluh juta rupiah);

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ‘iddah
dan Mut’'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang
seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan
kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Termohon Konvensi/Pengugat

Rekonvensi dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya
menghadirkann bukti surat berupa T (print-out percakapan melalui pesan singkat
SMS) vyang mana terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah
mempertimbangkannya dalam Konvensi dan terhadap bukti tersebut telah

dikesampingkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil,

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terhadap gugatan Termohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah selama 12 bulan
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terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang besarnya
sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya atau
seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya membantah
dan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah
memberikan nafkah karena ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dipegang dan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana
melaui ATM tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima

pembayaran gaji sebagai PNS;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan
dan menyatakan bahwa benar ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dipegang dan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamun
jumlahnya dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sebagai PNS telah dipotong angsuran Bank sehingga tersisa kurang
lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak
mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatan tentang nafkah
madiyah, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan telah
memberitahu haknya untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga
gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun senyatanya Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun dalam
jawab menjawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa

Hukumnya  menyatakan  sanggup  memenuhi  tuntutan  Termohon
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Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah ‘iddah dan mut’ah yang
jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi berupa nafkah ‘iddah dan mut’ah yang jumlahnya sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipandang mampu membayar nafkah ‘iddah dan
mut’ah Kkepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar sesaat sebelum ikrar talak;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan. Mengingat
dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini

Mengadili:

Dalam Konvensi
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang

Mahkamah Syar’iyah Langsa;
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Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk
sebagian;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
‘iddah dan mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

2. Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh
a. Duduk Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar ‘iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/02021/MS.Lgs tanggal
8 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar ‘iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk
sebagian;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
‘iddah dan mut‘ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar‘iyah Langsa bahwa Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2021, telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar ‘iyah
Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, permohonan banding
tersebut  telah  diberitahukan  kepada  Pemohon  Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 8 Juli 2021 yang
diterima di Kepaniteran Mahkamah Syar ‘iyah Langsa tanggal 12 Juli 2021 yang
telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2021. Surat
keterangan Panitera Mahkamah Syar ‘iyah Langsa Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 15 Juli 2021 menyatakan bahwa Terbanding
belum mengajukan kontra memori bandingnya. Relaas pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding pada hari
Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan kepada Terbanding juga pada hari Selasa tanggal
6 Juli 2021, Pembanding/Kuasanya telah datang melakukan pemeriksaan berkas
perkara banding (inzage) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sedangkan
Terbanding/Kuasanya tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara
banding (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar ‘iyah
Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 15 Juli 2021;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam
perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur
dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut

harus dinyatakan dapat diterima;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Aceh setelah
mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a
quo, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama serta
memori banding dari Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah

Syar ‘iyah Aceh akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:
Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam
pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah
Syar ‘iyah Langsa, Majelis Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Aceh menilai tentang
legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi
oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Langsa telah dipertimbangkan dengan
dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya
menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo yang isi keberatannya dapat
disimpulkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon
adalah disebabkan ulah Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain
dan pada saat terbongkar perselingkuhannya Pemohon sudah berjanji tidak
berselingkuh lagi, akan tetapi Pemohon tetap menjalin hubungan dengan wanita
tersebut, sehingga tidak selayaknya pemohon mengajukan perceraian dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Termohon dalam
memori bandingnya, Mahkamah Syar ‘iyah Aceh akan memberi pertimbangan

berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam konvensi
Mahkamah Syar ‘iyah Langsa telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat
dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar iyah Aceh akan mengambil alih
pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan alasan bahwa

berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi saksi di persidangan
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bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken
marriage), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang
termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi I1l, huruf A angka 1
dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan
seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang
halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator
yang secara nyata telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk

diberi izin menjatuhkan talak satu ra; i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori
bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim
Mahkamah Syar ‘iyah Langsa yang tidak mengabulkan nafkah lampau (madiyah)
selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April
2021 yang total seluruhnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta
rupiah) dan juga keberatan atas putusan tentang nafkah ‘iddahnya sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya
Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon agar dilakukan pemeriksaan atas

saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan banding;

Menimbang, bahwa terhadap isi memori banding tersebut,
Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori bandingnya
sehingga tidak dapat diketahui keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keterangan
Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan keterangan Terbanding/Tergugat
rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan a quo, dan juga
keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya,

Mahkamah Syar ‘iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut
nafkah lampau (madiyah) kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi sejak bulan
Mei 2020 sampai dengan sekarang yakni bulan April 2021 sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan terhadap tuntutan
tersebut Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya
dengan alasan bahwa selama ini Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang

memegang ATM yang berisi gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terbanding/Tergugat
Rekonvensi yang menyatakan bahwa ATM gaji Terbanding/Tergugat
Rekonvensi dipegang olenh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, tidak dibantah
oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, maka dapat dipastikan bahwa gaji
Terbanding/Tergugat Rekonvensi dapat dipakai untuk nafkah oleh
Pembanding/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan bukti P.3 berupa
Fotokopi Surat Keputusan Walikota Langsa, tertanggal 16 Desember 2020, yang
mana bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena
isinya relevan dengan hal yang disengketakan, yang menyatakan bahwa
Terbanding/Tergugat Rekonvensi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS terhitung sejak tanggal 30 September 2020, maka dapat dipastikan bahwa
gaji PNS Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak akan masuk lagi ke rekening
gaji dimaksud sejak bulan Oktober 2020 sampai April 2021 ataua selama 7

bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji PNS Terbanding/Tergugat
Rekonvensi tidak masuk lagi ke dalam rekening gaji a quo, maka terbukti
bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 atau selama 7 bulan,
Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada
Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Mahkamah Syar ‘iyah
Aceh berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau (madiyah) yang didalilkan
oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sejak bulan Oktober
2020 sampai dengan April 2021 (7 bulan), yang jumlahnya akan

dipertimbangkan berikut ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan untuk biaya hidup sederhana
satu orang dan juga berdasakan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi
yang sudah diberhentikan dari PNS, maka besarnya nafkah lampau (madiyah)
yang dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya
sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan
kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar ‘iyah Langsa
yang menetapkan nafkah ‘iddah dan mut‘ah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah), Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dan akan

memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat
Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah nafkah ‘iddah sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak termasuk mut‘ah, dan terhadap
tuntutan tersebut telah disanggupi oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh
karenanya nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut hanya
diperuntukkan untuk nafkah ‘iddah dan tidak termasuk mut ‘ah, dengan demikian
tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah ‘iddah sejumlah
yang tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat Rekonvensi
tidak menuntut mut ‘ah, akan tetapi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 149 huruf (a) secara ex officio Hakim dapat menetapkan mut‘ah yang
layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri
tersebut qobla al dukhul, oleh karenanya sesuai dengan fakta persidangan bahwa
pernikahan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat
Rekonvensi sudah lebih 27 tahun dan telah memiliki anak yang sudah dewasa
tiga orang, maka pembebanan mut ‘ah kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi

secara ex officio sangat beralasan dan tidak melawan hukum;
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Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Terbanding/Tergugat
Rekonvensi dan juga berdasarkan lamanya usia pernikahan mereka, maka
mut ‘ah yang pantas dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk
diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum
bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai pula dengan SEMA Nomor
1 Tahun 2017, maka kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk
membayar nafkah lampau (madiyah), nafkah ‘iddah dan mut‘ah sejumlah yang
tersebut dalam pertimbangan hukum di atas yang dibayarkan kepada

Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim Mahkamah Syar‘iyah Aceh menilai gugatan rekonvensi
Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak
selebihnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis
Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8
Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah
tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis
Hakim Mahkamah Syar ‘iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan

putusan sebagaimana amar pada putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat
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pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara yang

timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

1.
2.

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan  putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah Lampau (madiyah) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah)

2.2 Nafkah ‘iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

2.3 Mut ‘ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar

nafkah lampau (madiyah), nafkah ‘iddah dan mut‘ah sebagaimana

tersebut pada poin 2 di atas secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca

Perceraian

Perkawinan adalah sunnah Nabi yang dianjurkan, karena perkawinan
adalah cara yang Allah SWT yang dipilih untuk melestarikan kehidupan
manusia agar mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dan
melaksanakannya termasuk ibadah. Namun tidak selamanya dalam hubungan
perkawinan berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri, kadangkala
terdapat masalah yang terjadi tanpa terduga yang sulit diselesaikan dengan cara
kekeluargaan. Alternatife terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yaitu
dengan perceraian. Sekalipun istri yang sudah cerai dari suaminya tetap
memperoleh hak nafkah dari bekas suaminya ketika lalai terhadap hak nafkah

istrinya.

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia
selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolok
ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara
perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah
antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka
yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara
keduanya.Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang
memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam Islam
ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut untuk selalu
mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah
diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan
kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu
tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan
dalam firman Allah Q.S. Al-Ma’idah ayat 8 sebagai berikut:

Dy PR - | .
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan
adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat
pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan .

Berdasarkan ayat di atas maka hendaknya seorang hakim selalu
mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah
diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang
berperkara. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah
pasca perceraian, hakim menggunakan maslahah al-mursalah sebagai dasar
pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian
untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini
dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan maslahah al-mursalah. Dari
segi bahasa, kata maslahah berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni
memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatan.Sedangkan alasan
dikatakan al-mursalah, karena syara’ memutlakkanya karena didalamnya tidak

terdapat kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.

Dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi

sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yaitu:

a. Memberikan mut ‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut gabla al-dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak b ’in atau nusyuz dan
dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya
apabila gabla al-dukhul.

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun.

190k ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ,108.
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Konsep maslahah al-mursalah dalam putusan hakim terkait pemenuhan
hak istri pasca perceraian didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum untuk
memastikan keadilan, mencegah kerugian, dan melindungi hak-hak pihak yang
lemah. Berikut beberapa poin penting dari konsep tersebut dalam konteks

putusan hakim di Mahkamah Syar’iyah:
1. Menjamin Keadilan

Hakim menggunakan maslahah al-mursalah untuk mencegah
ketidakadilan terhadap istri pasca perceraian. Pemenuhan hak seperti nafkah
iddah, mut’ah, dan nafkah lampau (madiyah) diatur untuk menghindari

penelantaran terhadap istri yang telah bercerai.
2. Mencegah Kerugian

Putusan hakim mempertimbangkan kondisi keuangan suami untuk
memastikan istri tetap mendapatkan haknya hingga ia dapat mandiri secara
ekonomi. Dalam kasus ini, hakim menetapkan kewajiban suami untuk

membayar nafkah lampau dan nafkah ‘iddah sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Melindungi Anak

Penerapan konsep maslahah al-mursalah tidak hanya melindungi istri
tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak yang menjadi tanggung jawab
suami hingga usia 21 tahun sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

Terkait perlindungan hak-hak istri pasca perceraian itu benar-benar
dilindungi karena telah diatur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
149 yang menjelaskan hak-hak apa saja yang dapat diterima olehh istri pasca
perceraian terlebih pada perkara cerai talak dan juga dilindungi oleh aturan
perundang-undangan, seperti pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 41 huruf c, bahwa “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban
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bagi bekas Istri. Seperti halnya pada perkara Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor
89/Pdt.G/2021/MS.Aceh bahwa dalam pemenuhan hak-hak istri pasca
pereceraian ini mengacu pada KHI dan UU No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Perlindungan hak-hak istri setelah perceraian berupa hak nafkah ‘iddanh,
mut‘ah dan lampau/ madiyah ini telah dilindungi oleh aturan Perundang-
undangan, seperti pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41
huruf c, Pasal 34 Jo,. Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b KHI dan juga pada Pasal 149
KHI. Maka, putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh ini telah sesuai dengan UU
Perkawinan dan KHI. Namun selain itu, juga dilindungi oleh SEMA Nomor 4
Tahun 2016 dan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menentukan

kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi hak bekas istri.

Untuk pemenuhan hak nafkah pasca perceraian tidak ada aturan
perundang-undangan yang mengatur dengan jelas. Jika permasalahan perceraian
disebabkan karena talak maka menurut Rakernas Mahkamah Agung ketika
suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tercantum
dalam putusan, maka suami tidak bisa melaksanan sidang ikrar talak. Untuk
memberi perlindungan hukum alam pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian
maka dikeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mengadili perkara
perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga setelah keluarnya
PERMA tersebut pembayaran yang menjadi kewajiban bekas suami khususnya
nafkah ‘iddah, mut‘ah dan lampau/madiyah dapat dicantumkan pada amar
putusan dengan kalimat “nafkah ‘iddah, mut‘ah dan lampau/ madiyah dibayar
sebelum pengucapan ikrar talak.” Sehingga bila suami belum bisa membayar
maka ikrar talak tidak dapat dilakukan, tetapi jika istri tidak terlalu berat apabila
suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pada saat itu juga maka ikrar talak
bisa dilaksanakan. Jadi apabila gugatan nafkah terakumulasi dengan

permohonan cerai talak maka pemenuhan hak-hak istri dilakukan sebelum
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pengucapan ikrar talak. Pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan dalam

putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Aceh, hakim mempertimbangkan:

1. Penghasilan suami (dibuktikan melalui slip gaji).

2. Durasi perkawinan.

3. Kondisi istri (apakah dalam keadaan nusyuzatau tidak).
4.

Kebutuhan dan kemampuan suami.

Dengan demikian, maslahah al-mursalah menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menciptakan
keputusan yang adil bagi istri dan anak pasca perceraian, serta memberikan
perlindungan hukum yang komprehensif sesuai hukum Islam dan hukum positif
di Indonesia. Dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan
anak-naknya hakim telah melakukan pertimbangan, demi kemaslahatan kedua
belah pihak dan anak-anaknya, biasanya hakim dapat memutuskan atau
menentukan terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami.Hakim
dapat mengetahui penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan

ke persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami
karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya
yang dilakukan dengan cara yang ma ruf, yaitu seseorang tidak dibebani
melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu
putusan hakim Mahkamah Syar‘iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca

perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

C. Analisis Peneliti

Setelah menganalisis putusan Mahkamah Syariyah Langsa Nomor
158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh Nomor
89/Pdt.G/2021/MS.Aceh peneliti  menyimpulkan bahwa dalam putusan
Mahkamah Syar ‘iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa. Hakim tidak

hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menggunakan pertimbangan moral
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dan spiritual yang dalam doktrin Islam menjadi panduan utama dalam melihat
masalah. Hakim menegaskan bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal
yang paling dibenci Allah, dalam kondisi tertentu, perceraian menjadi tindakan
moral yang sah. Pernikahan, dalam pandangan ini, bukanlah kewajiban yang
harus dipertahankan di atas penderitaan, melainkan sebuah perjanjian yang harus
dihormati sesuai dengan kebahagiaan dan kedamaian kedua belah pihak. Setiap
perceraian adalah akhir dari sebuah cerita yang penuh kompleksitas emosional,
sosial, dan hukum. Namun, putusan dalam kasus ini lebih dari sekadar
memisahkan dua individu. la adalah refleksi tentang bagaimana hukum
memahami konflik rumah tangga yang mendalam, merangkul sisi manusiawi,

dan memberikan ruang bagi keadilan untuk mewujudkan harmoni baru.

Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dengan dengan
mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk kedua belah pihak
termasuk dalam hal hak istri pasca perceraian. atas keteragan kedua saksi
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi membenarkan, Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain. Bahwa untuk
meneguhkan dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
telah mengajukan bukti surat berupa print-out percakapan melalui pesan singkat
Short Message Service (SMS), bukti tersebut tidak dimateraikan/dinazagelen.
Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan.

Hakim  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti
surat berupa T print-out percakapan melalui pesan singkat Short Message
Service (SMS) yang mana terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah
mempertimbangkannya dalam Konvensi dan terhadap bukti tersebut telah

dikesampingkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil. Namun,
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Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga
gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah

haruslah ditolak;

Alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting,
asalkan memenuhi syarat formil dan materil. Dalam menentukan hak istri pasca
perceraian, pertimbangan utama hakim adalah berdasarkan penghasilan suami.
Kebutuhan suami juga diperhitungkan agar putusan yang diambil tidak
memberatkan suami sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
sendiri. Dengan demikian, hakim berusaha untuk membuat putusan yang adil

bagi kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat adalah putusan hakim dalam suatu perkara mengikat
para pihak yang memiliki perkara dan siapapun yang ikut serta dalam
perkara ini. Sehingga kedua pihak yang berperkara harus patuh dan
menghormati terhadap putusan hakim atau pengadilan tersebut. Dengan
terikatnya para pihak pada putusan hakim baik dalam arti positif ataupun
negatif, mengikat dalam arti positif yaitu apapun yang sudah diputus oleh
hakim wajib dianggap benar (Res judicita pro veritate habetur) sehingga
tidak dibutuhkan lagi pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti
negatif yaitu hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang
sudah diputus sebelumnya dengan para pihak yang sama dan, Praktek
Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, dengan pokok-pokok perkara
yang sama pula (nebis in idem) sesuai dengan pasal 134 Rv.

2. Kekuatan pembuktian adalah putusan hakim sudah terbentuk akta
autentik tentang apa saja yang terkandung didalamya. Sehingga putusan
hakim jika diperlukan sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti bagi
kebenaran sesuatu yang ada di dalamnya.

3. Kekuatan ekskutorial artinya kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa

dengan alat-alat Negara atas pihak yang tidak menjalankan putusan
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tersebut dengan sukarela. Setiap putusan harus terdapat title ekskutorial
yaitu dengan adanya kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.” Setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989,
Pengadilan Agama dapat melaksanakan sendiri suatu tindakan eksekusi
atas putusan yang dijatuhkannya, sehingga tidak memerlukan
pengukuhan dari fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili setiap perkara yang diajukan
kepadanya dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jabatan, dan kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tugas ini mencakup dua aspek penting,
yaitu menegakkan keadilan dan hukum. Hakim harus mampu menilai apakah
fakta-fakta yang disampaikan benar terjadi atau hanya rekayasa, yang dilakukan
melalui proses pembuktian dalam persidangan dan dengan menanyakan kepada
pihak lawan mengenai proses tersebut. Menegakkan keadilan yang dimaksud di
sini bukanlah keadilan menurut teks Undang-Undang semata atau berdasarkan
versi penguasa atau selera kaum yang kuat, melainkan keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangannya. Hakim harus memeriksa perkara secara keseluruhan, mulai dari
awal hingga putusan dijatuhkan. Pembuktian merupakan upaya para pihak untuk
meyakinkan hakim bahwa peristiwa yang mereka klaim benar-benar terjadi,
sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 R.Bg yang menyatakan, "Barang siapa
mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk
meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah

membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Alat bukti yang dapat



95

dihadirkan ke persidangan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan
sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg.

Pada Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Aceh Nomor
89/Pdt.G/2021/MS.Aceh peneliti menyimpulkan bahwa hakim pada tingkat
banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan menambah jumlah
nafkah yang harus dibayar oleh bekas suami kepada bekas istrinya karena hakim
mempertimbangkan berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi-
saksi di persidangan bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah

pecah yang tidak ada harapan lagi untuk disatukan.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan
mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata
cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Pembuktian ialah
upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa itu telah
terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg “Barang
siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan
untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah
membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Adapun alat bukti yang
dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti
surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke

persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar ‘iyah tingkat banding
adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Syar ‘iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat banding
mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama.Majelis hakim
memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal sampai

dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar ‘iyah tingkat banding.
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Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam menetapkan nafkah
madiyah. Meski tergugat telah diberhentikan sebagai PNS, hakim tidak
mengabaikan hak istri untuk mendapatkan dukungan. Dengan memperhitungkan
kondisi finansial tergugat, keputusan ini memberikan solusi yang adil dan
realistis. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan
pasca perceraian dan sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka
kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah
lampau (madiyah), nafkah ‘ddah dan mut‘ah sejumlah yang tersebut dalam
pertimbangan hukum di atas yang dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat

Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan

kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:

1. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan
melihat penghasilan suami setiap bulan.

2. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.

3. Melihat apakah istrinya nusyuzatau tidak.

4. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan
kondisi suatu daerah.

5. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya,
seperti kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan Kepatutan dan Kemampuan Suami, mengenai nafkah istri
harus mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dari
penghasilannya setiap bulan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan
kewajaran dalam rumah tangga, di mana suami berkewajiban memberikan
nafkah sesuai kapasitas finansialnya. Penghasilan yang memadai memungkinkan
suami memenuhi kebutuhan pokok istri seperti sandang, pangan, dan papan. Jika

penghasilan suami terbatas, maka besaran nafkah harus disesuaikan agar tidak
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memberatkan pihak suami namun tetap memenuhi kebutuhan dasar istri secara

layak.

Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, durasi atau usia
perkawinan menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah istri. Perkawinan
yang berlangsung lama biasanya menciptakan ketergantungan ekonomi yang
lebih tinggi, sehingga kebutuhan nafkah menjadi lebih kompleks. Selain itu, usia
perkawinan yang panjang sering kali mencerminkan kontribusi istri dalam
membangun rumah tangga, baik secara emosional maupun fisik, yang perlu
dihargai dengan pemberian nafkah yang layak dan berkesinambungan. Dalam
pertimbangan hukum melalui teks undang-undang untuk menilai realitas social, hakim
menyadari bahwa perceraian bukan hanya soal memutuskan ikatan, tetapi juga
mengatur dampak setelahnya, terutama bagi perempuan. Keputusan hakim untuk
memberikan mut‘ah Kkepada termohon, meskipun tidak diminta, adalah cerminan
keadilan berbasis empati. Pernikahan selama 27 tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini
adalah bukti hidup tentang kerja keras, pengorbanan, dan tanggung jawab yang telah
diemban oleh kedua belah pihak. Ketika semua itu harus berakhir, pemberian mut ‘ah

adalah pengakuan atas kontribusi seorang perempuan dalam rumah tangga.

Melihat istri nusyuz atau tidak, nusyuz dalam hukum Islam mengacu
pada pembangkangan atau pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Jika istri
terbukti nusyuz, maka haknya atas nafkah dapat dikurangi atau dihentikan
sementara hingga ia kembali menjalankan kewajibannya. Analisis ini penting
untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun,
penetapan status nusyuz harus didasarkan pada bukti yang jelas dan melalui
proses yang adil guna menghindari penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak.

Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan
kondisi suatu daerah, kondisi sosial-ekonomi di setiap daerah mempengaruhi
standar kebutuhan hidup, sehingga besaran nafkah harus disesuaikan dengan
situasi lokal. Daerah dengan biaya hidup tinggi memerlukan nafkah yang lebih

besar dibandingkan daerah dengan biaya hidup rendah. Analisis ini memastikan
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bahwa kebutuhan istri terpenuhi secara layak sesuai dengan kondisi tempat

tinggalnya, tanpa memberatkan suami di luar kemampuannya.

Melihat suami apakah melakukan kezaliman terhadap istrinya seperti
kekerasan rumah tangga, jika suami melakukan kezaliman, termasuk kekerasan
fisik, psikis, atau ekonomi terhadap istri, maka hak istri atas nafkah tetap harus
dipenuhi. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar prinsip keadilan dan
perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus seperti ini, istri berhak
mendapatkan perlindungan hukum serta kompensasi yang adil. Analisis ini
bertujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang dan

memastikan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menentukan pembebanan nafkah istri, yaitu dalam hal istri tidak termasuk
kategori nusyuz dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Semua itu
dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan dua belah pihak, baik itu keinginan
dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Setelah
diketahui penghasilan pihak suami, yang menjadi pertimbangan hakim ialah
kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari
berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu atau tempat

tinggal bagi istri selama dalam masa ‘iddah nya.

Kebutuhan suami juga diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan
hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah
memenuhi nafkah terhadap istri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah. Maka, putusan hakim tersebut
dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri. Jadi, hakim pada
umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan yang
dikurangi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga dari setiap putusan tersebut
dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dengan menetapkan
nafkah yang realistis dan mut‘ah, hakim menunjukkan keberpihakan terhadap

hak-hak perempuan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi Terbanding.
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Dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif istri berhak
mendapatkan haknya dikarenakan pernikahannya adalah pernikahan yang sah
secara agama dan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Talak
yang dijatuhkan suami tergolong kepada talak sunni, dan selama menjadi istri
tidak tergolong kepada istri yang nusyuz sehingga istri layak mendapatkan

nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan lampau/ madiyah.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau melalui teori perlindungan hukum, dalam menetapkan nafkah
istri pasca perceraian hakim telah melakukan pertimbangan hukum.
Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam menetapkan nafkah
iddah, mut ‘ah, dan madiyah. Meski tergugat telah diberhentikan sebagai
PNS, hakim tidak mengabaikan hak istri untuk mendapatkan dukungan
dengan memperhitungkan kondisi finansial tergugat, keputusan ini
memberikan solusi yang adil dan realistis. Ditinjau melalui hukum Islam,
pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian mencakup hak nafkah iddah,
mut ‘ah, dan madiyah. Hukum Islam menegaskan bahwa mantan suami
berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sebagai bentuk tanggung
jawab terhadap mantan istri, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.
Kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan
terhadap hak perempuan.dalam menetapkan jumlah nafkah istri pasca
perceraian hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi
kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan
maslahah al-mursalah yaitu memelihara dari kemudaratan dan menjaga
kemanfaatan.

2. Pemenuhan kewajiban memberikan hak istri pasca perceraian merupakan
tanggung jawab suami. Setelah terjadinya perceraian dengan berdasarkan
beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun
dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak istri pasca
perceraian pada kasus cerai talak Putusan Mahkamah Syar ‘iyah Langsa
Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar ‘iyah
Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dasar pertimbangan hakim dalam

menentukan hak nafkah istri setelah terjadinya perceraian berdasarkan
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pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat
penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat
usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat
istrinya nusyuz atau tidak, dan melihat apakah suaminya pernah atau
tidak melakukan kezaliman terhadap istriya, selain itu hakim juga
melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai
dengan kondisi suatu daerah. Oleh karena itu, setiap perkara yang
diputuskan menyangkut dengan hak istri pasca perceraian, maka majelis
hakim mempertimbangkan secara rinci sesuai dengan kemampuan suami
terhadap kebutuhan istri. Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Aceh dalam
putusannya mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan finansial
suami, dan perlindungan hak perempuan. Analisis terhadap putusan
menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas,
implementasinya di tingkat pengadilan masih bergantung pada

interpretasi hakim, khususnya dalam menetapkan besaran nafkah.

B. SARAN

Terkait dengan permasalahan mengenai hak istri pasca perceraian, maka

penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus
mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca
perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri pasca perceraian. Nafkah
pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadap istri, apabila istri
tidak menuntut haknya pasca perceraian maka hakim dapat
menggunakan hak ex-officionya.

2. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah
kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang
lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan hak istri pasca

perceraian
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